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ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam merealisasikan programvérsi minyak
tanah ke gas atau yang lebih dikenal dengan LPG@asderkait dengan program
pengurangan subsidi energi, baik listrik maupurababakar minyak (BBM). Hal
ini disebabkan perbedaan harga yang tajam antanyakiitanah bersubsidi
dengan tidak bersubsidi yang dapat menimbulkarvkaran penyimpangan yang
berupa penyelewengan distribusi, penimbunan bapkagelundupan. Persoalan
di atas bertambah rumit ketika harga minyak intsioral naik melambung tinggi
dan kenaikan tersebut diperkirakan rata-rata US$HE) barel. Kondisi ini jelas
akan berdampak besar terhadap beban subsidi, kiyaswsibsidi BBM dan
listrik. Di lain pihak, pemerintah dituntut untuk emakukan beberapa
penghematan, namun harus menjaga momentum pertambabgar semua
kegiatan ekonomi terselenggara dengan baik. Satahyang dimungkinkan dapat
dilaksanakan pemerintah untuk mengamankan APBNahdptogram hemat
energi dan efesiensi di Pertamina.

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka penyw@starikt untuk
melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah gelaksanaan konversi
minyak tanah ke LPG kepada masyarakat. Penyusum nimgngetahui bagaimana
pandangan hukum Islam terhadap metode penyelesa@asalah kebijakan
pemerintah tersebut di PT. Pertamina (persero) URMEabang Yogyakarta
sehubungan dengan program pengurangan energi dgakia® energi nasional.

Dalam analisis ini penyusun menggunakan pendekatamatif, yaitu
mendekati suatu masalah untuk melihat apakah segudiaik atau buruk, sesuai
atau tidak sesuai menurut norma yang berlaku. i5élauntuk menyederhanakan
pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yaryal dengan tolak ukur
penyesuaian dengan nash-nash ketentuan hukum dgdaiiat Islam.

Hasil penelitian kebijakan pemerintah terhadap kesivminyak tanah ke
LPG di PT. Pertamina (persero) UPms |V Cabang Ykasgta menurut
pandangan hukum Islam diperbolehkan. Hal ini dibkaa dalam prakteknya PT.
Pertamina sudah memberikan jaminan keamanan yaityph tata cara pemakaian
kompor dan tabung gas yang benar kepada masyanadmatliirikan posko tempat
konsultasi kerusakan dan jaminan asuransi wala@pwi PT. Pertamina belum
menjelaskan secara tegas jasa asuransi mana ysagdigiandeng. Konversi
minyak tanah ke LPG diperbolehkan selama ada perigan keamanan
konsumen dan konversi tersebut bisa mendatangkaadtehatan dan keadilan
bagi orang banyak dan menghindarkan dari kemadirarat
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MOTTO
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinharuf-huruf Arab dangan

huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam peagan skripsi ini penyusun

berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi lAata-yang berdasarkan

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pekatiddan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan demgmmor: 0543.b/U/1987.

sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Afiédmbangkan

dengan huruf, dalam trasliterasi ini sebagaianntbiangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagmiadh dengan huruf dan

tanda sekaligus.

No. | Huruf arab | Nama | Huruf latin Keterangan
1 | Alif - Tidak dilambangkan
2 < Ba’ B Be
3 < Ta’ T Te
4 & sa’ S S dengan titik di atas
5 z Jim J Je
6 d Ha H Ha
7 d Kha Kh Ka dan Ha
8 3 Dal D De
9 3 Za Z Zet dengan titik di atas
10 J Ra R Er
11 J 8’ Z Zet
12 o Sin S Es




13 U Syin Sy Es dan Ye
14 ol Sad S Es dengan titik di bawah
15 ol Dad D De dengan titik di bawah
16 b Ta T Te dengan titik di bawah
17 b Za Z Zet dengan titik di bawah
18 & ‘Ain Koma terbalik di atas
19 4 Gain G Ge
20 o Fa F Ef
21 3 Qaf Q Qi
22 d Kaf K Ka
23 J Lam L el
24 a Mim M ‘em
25 O Nun N ‘en
26 3 Waw W We
27 ° Ha’ H Ha
28 s Hamzah ' Koma di atas
29 ] Ya’ y Ye
Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indondsidjri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ataurdifto
1. Vokal tunggal
Vokal tunggl bahasa Arab yang lambangnya berupdatatau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
(T — Fathah A a
A Kasrah i
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Dammah U

2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupangan antara

harkat dan huruf, trasliterasi berupa gabunganfhyaitu:

No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1. T Fathah dan ya ai adani
2. 5 Fathah dan au adanu
waw
Contoh: g pas : maudu’
e :gairu

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupeaathdan huruf,

trasliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No. | Tanda Vokal Nama Latin Nama

1. Al Fathah dan alif a a bergaris atas

2. Fathah + ya sukun a a bergaris atas

3. Kasrah + ya sukun ) i bergaris atas

4. B) Dammah + wawu sukun a u bergaris atas
Contoh: s ljaza

Jsx yajlzu

sl al-mujtaba 2alidl :al-magasid

Ta’' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta’ Marbutah ada tiga, yaitu :
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1. Ta’ Marbutah hidup

Ta’ Marbutah yang hidup atau yang mendapat hadhiah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah “t".
2. Ta’' Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukamsliterasinya
adalah “h”.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbdii&iti oleh kata yang
menggunakan kata sandaaigserta bacaan yang kedua kata itu terpisah maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh : JukYis, ;) : Raudah al-atfal

5 sulliuadl ; al-Madinah al-Munawwarah

Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisarb Afidlambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tandadtadgthm transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huaitiy yuruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : Yese - Muhammad

Jdi:al-Birr

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilankzandengan huruf,
yaitu “J" ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dakaansliterasi ini kata
sandang itu dibebankan atas kata sandang yandidilktn hurufsyamsiahdan

kata sandang yang diikuti oleh hugdmariah

Xiv



1. Kata sandang diikuti oleh hurajamsiah
Kata sandang yang diikuti oeh hursyamsiahditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya. Yaitu hurufel) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh : slaall : @5-Samé
ol ; asy-Syams
2. Kata sandang diikuti oleh hurgamariah
Kata sandang yang diikuti oleh hurgmariah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan seslaadpngan bunyinya.
Contoh : ol A : al-Quran
okl : al-Qiyas
Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterastkamgan apostrof.
Namun, itu hany berlaku bagi hamzah yang terlefaiertjah dan di akhir kata.
Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, makamzah hanya
ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalarsatilArab berupa alif.
Contoh : Jsal : Usll
053l : Ta’khuzlna
Penulisan Kata
Pada dasarnya setiapkata, baik fiil, isim maupurf, Hditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya denganf FArab sudah lazim

dirangkaikan dengankata lain karena pada huruflzskat yang hilangkan maka
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dalam transliterasi ini penulisan kata terseburdikaikan juga dengan kata lain
yang mengikuti.

Contoh : Jlall aaal 5l ¢ Ibrahim al-khalil

4l dal :ahl as-Sunnah

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitdbk dikenal, namun
dalam transliterasi ini penyusun tetap menggundkamif kapital. Penggunaan
huruf kapital seperti apa yang berlaku dala EYD,adtaranya: huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri damrmulaan kalimat. Bila
nama diri itu didahului oleh kata sandang “al’, majang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukaruf awal kata sandangnya.

Contoh : L LY : al-lmam asy-Syafi'i
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam rangka merealisasikagram konversi
minyak tanah ke bahan bakar gas atau yang lebéndildengan elpiji (LPG).
Kebijakan tersebut terkait dengan program pengamarsybsidi energi, baik
listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Seperthgadiketahui bahwa
subsidi tersebut memang cukup menyulitkan para grebd kebijakan di
negeri ini. Bagaimana tidak, setiap tahunnya arayggrendapatan belanja
negara (APBN) dibebani dengan besarnya subsidi yergs ditanggung
terutama untuk subsidi BBM.

Persoalan di atas bertambah rumit ketika harga akingnentah
internasional naik melambung tinggi dan kenaikaseteut diperkirakan rata-
rata di atas US$ 100 per barel. Kondisi ini jel&sra berdampak besar
terhadap beban subsidi khususnya subsidi BBM dgtrikli Di lain pihak
pemerintah dituntut untuk melakukan beberapa pangten, namun harus
menjaga momentum pertumbuhan agar semua kegiabmomk terselenggara
dengan baik. Salah satu langkah yang dimungkinkapatd dilaksanakan
pemerintah untuk pengamanan APBN adalah prograngheematan energi
dan efesiensi Pertamina dan PLN.

Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor minyaki, byang

bergabung dengan OPEC (organization of petroleumntdes). Bahwa



kandungan minyak bumi di Indonesia diperkirakan ca@ai 72,1 miliar
barel. Bila tingkat penyedotan diperkirakan 30%agayhn yang dapat disedot
sejak tahun 1950 hingga kini (1990) mencapai 13ilambarel! Sehingga
perkembangan beberapa tahun ini menunjukkan bahesmgiedapat menjadi
suatu simpul yang kritis dalam mata rantai kegiata@mbangunan.
Kemampuan pemerintah sangatlah terbatas untuk rdetge konsumsi
BBM dalam negeri.

Berdasarkan data APBN tahun 2007 diketahui bahwaepatah
berencana untuk mengkonversi penggunaan 5,2 jldgaitér minyak tanah
pada penggunaan 3,5 juta ton LPJ hingga tahun 2@ddatang yang di
mulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah padauta2007. Langkah yang di
ambil pemerintah ini bisa dipahami mengigat setgdahghapusan subsidi
BBM, permintaan akan minyak tanah tidak mengalaemupunan tapi malah
sebaliknya. Hal inilah yang menjadi alasan pemahimhengurangi pemakaian
minyak tanah.

Rencana konversi dinilai mendadak dan tidak temgaengan baik,
sehingga berbagai masalah dalam pelaksanaannyaumtiada hentinya.
Mulai dari tender kompor gas yang dilakukan olemtida Menteri Koperasi
dan UKM yang belum jelas pendanaan dan besarnysidsubebih lanjut
program minyak tanah ke LPG, belum matang direrdGmaoleh PT
Pertamina, dari sisi penyerahan tandernya yang amanyangkut

penanggung jawab utama serta intuisi pelaksanak sdtiap sub program.

! Beawiharta, " Minyak Bumi di IndonesiaEksilopedi Nasional Indonesi&lakarta: PT.
Cipta Adi Pustaka, 1990), him. 332.



Saat ini peran, fungsi dan tugas masing-masingiigisyang terlihat masih
rancu. Maka dipastikan hal tersebut menuai kekacaatam pelaksanaan di
lapangarf. Padahal masalah kenyamanan, keamanan, dan keselama
konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utdeieam perlindungan
konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaaiigla memberikan
kenyamanan, terlebih lagi yang tidak yang tidak mratau membahayakan
keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk dieatedalam masyarakit.
Secara khusus pemerintah memberikan alasan bahhbigkes ini
dilakukan untuk menyelamatkan. Tetapi apakah yakgntlkakan Presiden
itu terlaksana apa yang diharapkan? meskipun k@igttumbuhan ekonomi
Indonesia mampu bertumbuh dengan angka pertumbydramn cukup tinggi,
rata-rata tujuh persen per-tahun rakyat miskirptétiak bisa menikmatiny.
Dalam teori kebijakan publik, dijelaskan bahwa fatan yang
menyangkut kepentingan umum haruslah berdasarkanarkpuan dan
kebutuhan rata-rata warga negara, seperi kebije@aversi minyak tanah ke
LPG. Namun yang mampu kebijakan tersebut tidaklteterpengaruh, tetapi
yang kemampuannya di bawah rata-rata kebijakaneliats sangat
membebankan, sehingga diperlukan komplensatial walfare policy

(kebijakan kesejahteraan sosial) dan secara ekoperhi subsidF. Terlepas

2 “Menyoal Konversi Minyak Tanah ke Elpiji,” httpaivwSimpuldemokrasi.Com/

simpul/?g=node/453, akses tanggal 26 April 2008.

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yamukum Tentang Perlindungan Konsumeat. Il
(Jakarta: Gramedia Persada Utama, 2003), him. 29-30

4 Mubyarto dkk., Menggugat Ketimpangan dan Ketiddkad Ekonomi Nasional
Bussines New$Mencari Makna dari Kenaikan Harga 100 Persehi. (6.



dari permasalahan di atas, peran pemerintah daijakab yang dihasilkan
dalam perekonomian tergantung pada tujuan-tujuaekpaomian tersebut.
Tujuan dasar dari perekonomian Islam adalah meal@pt keadilan dan
kemakmurar{al-'adl wa al-ihsan)

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menuoektakukan
penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah tdapa konversi minyak
tanah ke LPG di PT Pertamina (persero) UPms IV Ggbégyakarta dalam

Persepektif Hukum Islam ".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalatesii maka dapat
dirumuskan beberapa pokok-pokok masalah sebag&uber
1. Bagaimana kebijakan dan pelaksanakan konversiakitgnah ke LPG
terkait pencacahan, sosialisasi dan pendistribudetnpemerintah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijgd@merintah

tersebut di PT Pertamina (persero) UPms IV Cabaogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, secara asar penulisan

ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

®Noeng MuhadijirKebijakan dan Perencanaan Sosidbgyakarta: Rake Sarasin, 2000),
him. 33.



1. Menjelaskan kebijakan pemerintah dan pelaksanalaiveksi minyak
tanah ke LPG.

2. Memberikan penjelasan pandangan hukum Islam tephddsdbijakan
pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG di Pdrtamina
(persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.

Adapun kegunan penelitian ini adalah:

1. Bahan pertimbangan bagi pihak pengelola PT Pertaifparsero) UPms
IV Cabang Yogyakarta dalam rangka pengambilan &kai) konversi
minyak tanah ke LPG guna untuk meningkatkan kinpgenasaran dan
memutuskan kebijakan selanjutnya.

2. Adapun bagi dunia akademis, hasil penelitian imkya dapat digunakan

untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekdst@mm.

. Telaah Pustaka

Pada dasarnya sudah ada karya tulis yang membakagenai
konversi minyak tanah ke LPG. Namun karya tulisgyamembahas tentang
konversi minyak tanah yang di komparasikan denganjakan pemerintah
secara khusus, sejauh pengamatan penyusun beluemulean. Meskipun
telah ada karya tulis yang membahas mengenai ksinmémyak tanah ke LPG
dalam bentuk skripsi yaitu skripsi Nail Ulfa Sa’addengan judul Tinjauan
Hukum Islam terhadap Implementasi Konversi Minyandh ke LPG (studi

kasus di kota Yogyakarta) yang menyoroti tentangleémentasi konversi



minyak tanah ke LPG dan keberlanjutan konversi dsarkan kemaslahatan
sebagai tujuan dasar dan kebijakan.

Bahasan tentang konversi minyak tanah ke LPG tetddgdam artikel
"menyoal konversi minyak tanah ke LPGang merealisasikan program
konversi minyak tanah ke bahan bakar gas atau iebig dikenal dengan
LPG. Bahwa program ini sebenarnya pemerintah bgeupaengurangi
ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanahmuila untuk
mengalihkan kebiasaan masyarakat yang dari biasanygak tanah untuk
memasak untuk beralih menggunakan kompor gas. Haresyarakat, terus
terang masih memiliki ketakutan dengan yang namdrB@, terus tetang
masyarakat takut karena faktor bahaya yang lelshrb@ibandingkan dengan
menggunakan minyak tan&h.

Muhammad Haris dalam artikelnya “Selisih Subsidinjéik Tanah
dan Gas,” mengatakan bahwa kebijakan efisiensiidiupengalihan minyak
tanah ke gas, selisih subsidi itu harus dikembalika masyarakat dalam
bentuk kemudahan mendapatkan gas agar masyarakahgat terus untuk
melakukan penghematan energi dan program konviessiébih sukses.

Begitu juga di dalam sebuah artikel yang ditulisada"Jurnal Bisnis
dan Ekonomi Politik, Arum Widodo menuliskan artikehtang " Kebijakan
Penghapusan Subsidi BBM," pasti itu akan menambabkerigsaraan

masyarakat Indonesia yang dalam beberapa tahumasih dalam taraf

® “Menyoal Konversi Minyak Tanah ke Elpiji,” httpaivwSimpuldemokrasi.Com/

simpul/?g=node/453, akses tanggal 26 April 2008.

" “Selisis Subsidi Minyak Tanah dan Gakgdaulatan RakyafNo 249, Th. LXIII (sabtu,
14 Juni 2008), him. 15.



pemulihan ekonomi, karena krisis ekonomi sejak nah@97. Penghapusan
subsidi ini meskipun akan membawa dampak yang gt masyarakat,
tetapi akan membawa dampak positif yang lebih bdsagan diterapkannya
harga jual impor melalui penyelundupan secara atisraian berhenti dengan
sendiri®

Sementara di dalam sebuah artikel yang ditulisrdddampas Zainal
Alimuslim Hidayat tentang “Mengkorvensi Konversi miak Tanah ke
Elpiji,” bahwa kebijakan konversi minyak tanah kasg PG berada di jalur
yang tepat. Cadangan gas Indonesia relatif lebgarb&etimbang minyak
bumi. Namun, yang tidak tepat adalah menjadikanv&mi bahan bakar
dalam durasi amat pendek serta membiarkan orarigmtispa subsidi.

Penelitian yang dilakukan Lembaga Konsumen Yogyak#érKY)
tentang “Sosialisasi Konversi Minyak Tanah,” telaherekomendasikan
bahwa kebijakan itu perlu sosialisasi yang tepai lai bentuk, strategi dan
materi dari pemerintah dan Pertamina serta pihddaitelainnya. Pemerintah
dan Pertamina harus mampu menjamin kepastian Harggga konsumen
akhir serta ketersediaan isi ulang di pasaran,lipekakonversi ini kebijakan
dari pusat, namun Gubernur/Bupati/Walikota hendakmysa mengambil

sikap tegas bila terjadi permasalahan dalam progmatf

8Arum Widodo, Kebijakan Pemerintah Penghapusan 8ubBBM Bahan Bakar
Minyak," Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik/ol 6 (Senin3 Oktober 2005), him. 24.

% Zainal Alimuslim Hidayat, “Mengkonversi Konversiiwak Tanah ke Elpiji,” Kompas,
(Selasa, 28 Agustus 2007), him. 1.

1% Lembaga Konsumen Yogyakarta, “Sosialisasi Konvstisiyak Tanah,” Kedaulatan
Rakyat, No 86, Th. LXIII (Sabtu, 12 Januari 2008jn. 2.



Adapun karya-karya skripsi yang mengadakan peaeldi Pertamina
adalah sebagai berikut: Didin Friatna, Badan Dakwslam Unit Korpri
Pertamina Pusat Jakarta: Studi tentang KegiatanwBlakya. ** Khaerul
Anwar Fathoni, Aktifitas Badan Dakwah Islam dalaraninaan Agama
Islam bagi Karyawan Pertamina CilacdpKeduanya hanya menyoroti
masalah Badan Dakwah Islam (BDI) yang ada di Pén@mmdan kegiatan
keagamaan yang ditujukan pada karyawan PertamiegalBa, Monopoli
Perdagangan dalam Persepektif Hukum Islam (Studsu&apada PT.
Pertamina Unit Pemasaran 1l Palembang Sum-Sel), yoneth sistem
monopoli yang diterapkan di Pertamina dalam peksiéteukum Islam®

Kebijakan pemerintah tersebut diperlukan, mengigalhwa dalam
kenyataannya pada umumnya konsumen selalu beragdalse yang
dirugikan'* Oleh karena bahasan dalam penelitian ini menjesiiatu yang
perlu untuk mengembangkan wacana dan selanjutniaragikan dapat
ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja |leméd pemasaran,

khususnya PT. Pertamina (persero) UPms |V Cabamgyafarta.

11 Dindin Friatna, “Badan Dakwah Islam Unit Korpri rRenina Pusat Jakarta: Studi
tentang Kegiatan Dakwahnya,” skripsi diajukan paulaisan PPA, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

12 Khaerul Anwar Fathoni, “Aktivitas Badan Dakwahalsi dalam Pembinaan Agama
Islam bagi Karyawan Pertamina Cilacap,” skripsidijukan pada Jurusan Bimbingan Agama,
Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

13 Bertalisa, “Monopoli Perdagangan dalam Persepekifum Islam (Studi Kasus pada
PT. Pertamina Unit Pemasaran |l Palembang Sum:S&lf}jpsi ini diajukan pada Jurusan
Mu'amalat, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijagagyakarta, 2004.

4 Ada beberapa faktor yang menunjukkan lebih lemahmdudukan / posisi konsumen
dibanding dengan produsen: pengetahuan akan pposésksi dan pengenalan bahan baku yang
kurang serta kemampuan tawar-menawar (bergainimgmgang lemah secara ekonomis.



E. Kerangka Teoretik

Kebijakan pemerintah terhadap program konversi aknianah ke
LPG, yaitu terkait dengan program pengurangan dulesiergi, baik listrik
maupun bahan bakar minyak, dengan alasan subsidjakiitanah masih
APBN karena besarnya volume yang harus disubsioindi§i ini diperparah
dengan makin melambungnya harga minyak dunia. kaném langkah
pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke LR@uku mengatasi
rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi,igsskahengurangi
tekanan masyarakat.

Metode penetapan hukum kebijakan pemerintah tephddmversi
minyak tanah ke LPG menggunakan prinsip kemaslahdda keadilan. Kata
“maslahat” berasal dari kata bahasa Améslahahyang secara etimologis
kata maslahat merupakan kata benda infinitive dlar katasaluha.Secara
umum arti kata kerjg@aluhasangat berragam, dapat berarti digunakan untuk
menunjukkan jika sesuatu atau seseorang dapat dndrgik, tidak korupsi
benar, adil salah, jujur atau secara alternativeukunmenunjukkan yang
mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Tetapj yhmaksud artsaluha
adalah layak atau kelayak&hArti kelayakan atau kepantasan dalam kamus
besar bahasa Indonesia berarti: pantas, layak ufikggjakan atau perihal
yang patut dikerjakaHS. Mempunyai arti kepantasan tersebut juga berarti

kesesuaian, berarti kelayakan dapat juga berasesumian, sepadan. Para

15 Kamus Kotemporer Arab-IndonasiAttabik Ali dan Zahdi Muhdor (Yogyakarta:

Yayasan Pondok Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyadyakarta, 1996), him. 1185.

6 Kamus Besar Bahasa Indonesi@im Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1H99371.
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ulama membagi maslahat dalam pandangan syara'i s=ugan petunjuk

nash-nash syari‘at dalam hukumnya kepada tiga magiakut!’

1. Al-Dharuriyat (kebutuhan primer), yaitu perkara yang dapat ngenja
kelima (tujuan pokok) di atas, berupa pekerjaardakan, aturan dan lain-
lain.

2. Al-Hajiyat (kebutuhan sekunder), yaitu perbuatan dan tinddkdakan
yang (ketiadaannya) tidak mengganggu kelima tupakok di atas.

3. Al-Tashsiniyat(kebutuhan tersier), yaitu sesuatu yang tidak resaki bagi
kehidupan jika ditinggalkan, tetapi memeliharangamasuk dari akhlak
mulia atau kebiasaan yang baik.

Bahwasannya pembentukan hukum tidaklah dimaksudiecuali
untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artim@ndatangkan
kemaslahatan bagi mereka atau menolak mudharat aenghilangkan
keberatan dari mereR&. Syarat-syarat berhujjah dengan maslahat adalah
sebagai berikut:

Pertama ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yangi ltan bukan

suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan.

Kedua, ia adalah maslahah umum dan bukan untuk kemaatahatbadi,

artinya tidak boleh untuk di syari'atkan khusus ib&glompok ataupun

penguasa.

" Mushthafa Ahmad al-Zargajukum Islam dan Perbuatan Sosial Studi Komparatif
Delapan Mazhab Fighalih bahasa Ade Dedi Rohanaya (Jakarta: RiortaC®00), him.35.

8 Abdul Wahab Khalablmu Ushul Figih alih bahasa Faiz el Muttagin, cet. | (Jakarta:
Pustaka, 2003), him. 110.
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Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatatidak
bertentangan dengan hukum atau dengan prinsipa@mgash atau ijmé&’.
Dalam kaidah figih:

DVislall b de N Jo sV O a3

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap tindakarau
kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut damgeman hak-hak rakyat
dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak damjulén untuk
mendatangkan suatu kebaikan sebab pemimpin ad@&apemban amanat
penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sabagmptunjuk dalam
kehidupan mereka serta harus memperhatikan kenasstatya.

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintadpungai hak
dan kewajiban untuk ikut dalam konversi minyak tak& LPG, maka hal
yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah prikeipaslahatan. Oleh
karena itu perlu adanya bentuk sosialisasi dalamnpesan konversi minyak
tanah dengan suatu ketetapan undang-undang sgjagan hukum.

Keadilan sosial tak selamanya tak sesuai dengarada@mindividu,
sebab keadilan itu merupakan keadilan untuk indivithn masyarakat.
Kehendak individu mestilah harus disesuaikan derjgéan tengah antara
kepentingan individu dan kepentingan masyarakagr ageadilan dapat

terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehiduggperti kepemilikan,

%Abdul Wahab Khalabimu Usul Figih alih bahasa Faiz el Muttagin, cet. I. him. 113-
114.

2% Imam Musbikin,Qawait al-Fighiyah(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), him.
124.
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efisiensi ekonomi dan stabilitas pertumbuhan ekarsedang hasil akhirnya
adalah peningkatan kesejahteraan séSial.

Keadilan sebuah tanggung jawab moral terhadap seamgg@ota
masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai umkk diurus
pemerintahbaitul mall (harta kolektif) bertindak sebagai penyangga ektno
rakyat yang harus disubsidikan kepada fakir, orgmgpo, anak yatim dan
pengangguran dan yang paling pokok adalah re&éassjahteraan sosial dan
tidak ada diskriminatuf?

Pada dasarnya kebijakan ini untuk mengurangi tmggipermintaan
dan ketergantungan nasional terhadap BBM. karemaepetah masih
kesulitan menaikkan produksi minyak atau setidakmendekati tingkatan
dalam mekanisme pasar yang kompetitif dan melindutepentingan-
kepentingan yang lebih luas. Kepentingan masyardkas harus lebih
diutamakan dari pada kepentingan yang lebih kesgkta melaksanakan
dengan memelihara nilai keadilan untuk menghindasur-unsur kesempatan
dalam kesempitan. Prinsip maslahat sebagaimankagkign di atas dalam
pemakaiannya dalam ruang lingkup yang luas, mewkdoerkepada imam
(pemerintah) wewenang yang mutlak untuk mengatasamh-masalah sosial
kemasyarakatan. Sebagian dari wewenang terseblahad@wenang untuk

memberikna kewajiban terhadap harta yang dimiliehoorang-orang kaya,

“sayyid QutubKeadilan Sosial dalam Islamalih bahasa Afif Muhammad (Bandung:
Pustak, 1994), him. 103.

22 bid., him. 104.
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tanpa batas dan syarat apapun, selain untuk merelkepentingan umum

umat dan menegakkan keadilan sosial sepenufinya.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip s@baerikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah ntuddah)(

23 LY sLa Y 3 oY)
Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum islam mambe
kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam matid@au sesuai
dengan perkembangan bentuk dan macam muamalatsesmnai dengan
perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, asaldak bertentangan
dengan al-Qur’an dan hadits.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengg unsur
paksaan.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mengldanmanfaat dan
menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, dersgaoat bahwa
segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan na&sydidak boleh.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai k&admenghindari
unsur-unsur penganiyaan, pengambilan kesempatamdasempitafr
Yusuf Qardawi dalam bukunyaPeran Nilai dan Moral dalam
Perekonomian Islammengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan

ekonomi llahiyyah, karena titik berangkatnya dalfalA, tujuannya untuk

#sayyid QutubKeadilan Sosial dalam Islanalih bahasa Afif Muhammad, him. 200.
24 Asymuni A. RahmanQaidah-Qaidah Figh(Jakarta, Bulan Bintang, 1976), him. 42.

Ahmad Azhar Basyjr Asas-Asas Hukum Mu'amaléYogyakarta Universitas Islam
Indonesia Press, 2000), him. 15-16.
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mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak beategén dengan syari'at-
Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, p@mnan dan distribusi
dikatakan pada prinsip lllahiyyah dan pada tujuahif®
Dari sini penyusun mengerti permasalahan akan gkakéebijakan
pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LP@peBgetahuan

penyusun, hal itu belum dibahas dalam bentuk skrips

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pemgian data
yang akurat dan relevan guna menjawab permasalgan muncul dalam
skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode pametebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusumsikini adalah
penelitian lapanganfi€¢ld research, yaitu peneliti langsung terjun ke
lapangan atau tempat yang menjadi objek peneltiiaPT. Pertamina
(persero) UPms IV Cabang Yogyakarta sehingga perelni difokuskan
untuk menelusuri dan untuk mengkaji bahan-bahangy yata di lapangan

serta relevan dengan permasalahan yang difahas.

28 yyusuf QardawiPeran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islaatih bahasa. Didin
Hafidudin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saledhimid (Jakarta: Rabbani Press, 1997), him.
25.

2" Sumardi Suryabratajetodologi Penelitiar(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
him. 80.
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam Ig&me ini
adalah preskripktif® yaitu riset terhadap masalah yang diselidiki untuk
memberikan penilaian terhadap masalah yang dikeliingan ukuran-
ukuran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini data dipilih, disusun berd&sar item-item
spesifikasinya yang berkaitan dengan kebijakan pietaé terhadap
konversi minyak tanah ke LPG, kemudian diteliti ingga dapat
memberikan jawaban bagi masalah yang dibahas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian inehda¢ndekatan
yuridis-normatif. Pendekatan yuridis untuk meliledgjek hukum karena
menyangkut dengan produk perundang-undangan, yetgenai UU No
25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasig@napernas)
terhadap kebijakan pemerintah dalam konversi ming@iah ke LPG
untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahapgJiaiNo. 5 Tahun
2006 tentang Kebijakan Energi. Sedangkan pendekabamatif untuk
melihat dan memahami kebijakan pemerintah terhaaeyersi minyak
tanah ke LPG dengan menggunakan prinsip-prinsip k#adah-kaidah
yang ada dalam hukum Islam.

4. Teknik Pemgumpulan Data

%8 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangas@Bdbepartemen Pendidikan
dan Kebudayaarikamus Besar Bahasa Indonegiakarta: Balai Pustaka, 1999), him. 787.
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Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan nmasala
perlindungan hukum bagi konsumen terhadap konwvenrsyak tanah ke
LPG di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Ykasta melalui:

a. Interview atau Wawancara
Metode interview adalah metode pengumpulan datagaien

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jgistematik dan
berlandaskan pada tujuan penelitian. PT. Perta(pe@ero) UPms IV
Cabang Yogyakarta. Metode interview ini penyusyokian terutama
kepada pegawai PT. Pertamina (persero) UPms IV @pba
Yogyakarta, diantaranya adalah Divisi LPG. Metod&g digunakan
adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitigang bebas
menggunakan wawancara, yang tetap berbijak paddaoatatatan
mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedandksa yang
akan digali adalah berupa informasi yang orisitaluafakta yang ada
di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarengenai
masalah Kebijakan Pemerintah studi terhadap konwars/ak tanah
ke LPG di PT. Pertamina UPms (persero) Cabang Magia
Wawancara personal yang dilakukan beberapa narebesuyang
terkait dengan masalah yang dibahas dalam peneliti/antara lain
sebagai berikut:
1) Bapak Ryan dan Bapak Nano bagian pelayanan informas

pengaduan dan layanan masyarakat PT. Pertaminse(petUPms

IV Cabang Yogyakarta.
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2) Bapak Sukardi Arifin bagian Konsultan Info Cahayeréi(ICH).
3) Bapak Fathoni Noor. F bagian pendistribusian LPG Partamina
(persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.
4) Bapak Ari dan Bapak Alfan bagian pendataan / peattat PT.
Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta
b. Dokumentasi
Dalam mencari data, penyusun menggunakan dokunnentas
yang telah ada di PT. Pertamina (persero) UPms I[8ba@g
Yogyakarta, yaitu data yang berkaitan dengan peselyang berupa
buku, leaflet dan lain sebagainya.
c. Observasi
Yaitu penyusunan terjun langsung untuk mengamati sgja
upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina sghindapat
diketahui bagaimana kebijakan pemerintah khusustgdnadap
konversi konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukadeh PT
Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.
3. Analisis Data
Data yang dikumpul kemudian dianalisis dengan dadikir
induktif dan deduktif. Induktif merupakan analisiata dari kebijakan
pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG dajsarsepekiif
hukum Islam untuk menentukan kesimpulan umum damulds

merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah atstasas hukum Islam
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yang dijadikan alat untuk menilai perilaku hukum nga berkaitan
kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak takahLPG untuk
menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu kebijggamerintah terhadap
konversi minyak tanah ke LPG di PT. Pertamina @e)sUPms IV

Cabang Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan ilmiah, efektif darokologis, susunan
skripsi ini dalam pembahasanya akan terbagi dakebberapa bab, dan dalam
tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab.

Bab pertama sebagai pendahuluan beff@rtama latar belakang
masalah yang memuat tentang alasan-alasan dariumyacmasalah yang
diteliti, dalam hal ini tinjauan hukum Islam terlagdkonversi minyak tanah ke
LPG oleh PT Pertamin&eduapokok masalah, yang merupakan penegasan
terhadap apa yang terkandung dalam latar belakaagalah.Ketiga tujuan
dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai d@anerlitian, sedangkan
kegunan adalah manfaat yang diharapkan hasil pianelKeempattelaah
pustaka, yanmg berisi penelusuran terhadap liteliéduatur yang berkaitan
dengan objek penelitian untuk membuktikan bawa Igé&re yang dilakukan
belum pernah ada yang membahKslima kerangka teoretik, yang akan
digunakan untuk memecahkan masaldleenam metode penelitian, yang
berisi metode-metode yang akan digunakan dalam lipane Ketujuh

sistematika pembahasan, yaitu gambaran singksitrigisi.
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Bab kedua berisi teori maslahah dan keadilan dalakam Islam. Bab
ini membahas tentang pengertian dan dasar hukeagasid asy-Syari’'ah
makna dan unsur-unsurnya, kehujjahan maslaharedarkeadilan.

Bab ketiga membahas kebijakan pemerintah tentangeksi minyak
tanah ke LPG di PT. Pertamina Yogyakarta, yang alardnya memuat
gambaran umum PT. Pertamina, gambaran umum kebijak@aersi minyak
tanah ke LPG dan pelaksanaan konversi minyak te@afPG.

Bab keempat menjelaskan konversi minyak tanah k& ldP PT.
Pertamina (persero) UPms IV dalam perspektif hukslam. Bab keempat ini
adalah inti dari semua bab, pembahasan ini dipandan segi kemaslahatan
dan dari segi keadilan.

Bab kelima adalah penutup, berupa kesimpulan damsa



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah menguraikan kebijakan pemerintah terhadapeksi minyak
tanah ke LPG di PT Pertamina (persero) UPms IV Ggbégyakarta dalam
persepektif hukum Islam dan sekaligus jawaban dpaokok-pokok
permasalahan maka dapat ditarik beberapa kesimpatzgai berikut:

1. Kebijakan pemerintah pada dasarnya bentuk dan tketenkonversi
minyak tanah ke LPG terkait dengan program pengaaisubsidi energi,
baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Pekkaan konversi
minyak tanah ke LPG oleh PT. Pertamina (persera) Bemasaran IV
Cabang Yogyakarta terbagi dalam tiga tahap. Progeasebut pertama
kali dilaksanakan pada awal November 2007 dengkasiodi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DlY)Yan dilanjutkan Tahap Il dengan lokasi di
bawah Karisidenan Solo yaitu: Sukoharjo, Wonoddoyolali, Surakarta,
Karang Anyar, Klaten. Dan tahap Il dengan lokasdK (Kota dan
Kabupaten Magelang). Program tersebut mengalanerbpl tantangan
dan hambatan yang akhirnya tidak sesuai dengan vaegcanakan
sebelumnya. Sosialisasi yang merupakan senjata gamguh, namun
dalam pelaksanaannya tidak efektif dan berjalarb&mDi samping itu

resistensi masyarakat dengan minyak tanah ke LR® rikenyulitkan
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pelaksanaanya. Dalam beberapa kasus banyak maastygaaig menerima
program tersebut bukan pengguna minyak tanah. Rearersiapa yang
berhak mendapatkan tabung dan kompor gas tidaklunskleksi yang
ditetapkan. Hasil survei menunjukkan bahwa pemheasaung LPG 3 kg
dan kompor tersebut diserahkan sepenuhnya olela k&tu Faktor-faktor
lain yang menghambat pelaksanaan program tersetalaha peraturan
pelaksanaan yang terlambat, tidak tertambungnyajaaag pengadaan
sarana seperti kompor dan taburdengingat kondisi di lapangan,
penyusun merekomendasikan perlu sosialisasi yareg tari sisi bentuk,
strategi dan materi dari pemerintah dan Pertamaréa spihak terkait
lainnya. Pemerintah dan Pertamina harus mampu manj&epastian
harga hingga konsumen akhir serta ketersediaamlasig di pasaran,
Rekomendasi lainnya, sekalipun konversi ini kelajakliari pusat, namun
Gubernur/Bupati/Walikota hendaknya bisa mengamiii&s tegas bila
terjadi permasalahan dalam program ini.

. Menurut pandangan hukum Islam konversi minyak tde@hPG tidaklah
dilarang oleh agama, ini adalah merupakan suatuajkean, karena
Sumber Daya Energi (Barang Tambang) merupakan @akatektif,
artinya pemerintah berhak untuk mengaturnya. Seéivaga yang
tercantum dalam kaidah ushul figh: kebijakan sepraemimpin atas
rakyat harus didasarkan kemaslahatan. Akan tgtefaksanaan konversi

yang diserahkan kepada PT. Pertamina (persero) Pemasaran IV
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Cabang Yogyakarta masih kurang dari prinsip keadiProses sosialisasi
yang menjadi kewajiban konsultan, ini hanya sanpaaia ketua RT dan
RW saja. Sedangkan yang bertugas untuk menyampéigaada warga
adalak ketua RT dan RW. Padahal diketahui, petygag melakukan
sosialisasi harus faham dengan latar belakang, uda#tan tujuan, serta
teknis pelaksanaannya. Dalam pencacahan pun juga, $&tua RT dan
RW yang melakukannya. Sehingga terdapat unsur ktifitgs yang
menimbulkan daerah tertentu jumlah yang memperbkheda dengan
yang lain. Padahal Allah SWT telah memerintahkgraki@ manusia untuk
berbuat adil meskipun pada orang yang tidak seag&tahini tersirat
dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. Sedangkatard proses
pendistribusian, ketua RW/RT yang membagikan pa&bung gratis
melaksanakan sesuai dengan data yang didapat deogsumtan. Padahal
konsultan sendiri tidak melakukan sosialisasi memyé di masyarakat.
Seperti rencana mekanisme pelaksanaan yang akakukhin oleh
konsultan independent PT Pertamina kepada Rumalg&apengguna

minyak tanah sebagai parameter pendistribusianakitgnah ke LPG.

B. Saran

ini:

Ada beberapa saran untuk melengkapi kekurangammdpénelitian
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1. Kebijakan konversi berasal dari pemerintah, makkkgsanaanya pun
harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Negdaam kebijakannya
harus dilaksanakan dalam beberapa tahap. Hal ladiukian agar tingkat
keberhasilan tinggi. Sebelum dilaksankannya kehbiaktersebut,
pemerintah juga harus melihat kondisi sosial diyaeskat. Sudah siapkah
masyarakat jika kebijakan tersebut harus dilaksamak

2. Pertamina setidaknya berusaha menjalankan prosedigian benar terkait
dengan survey yang sudah dianggarkan biayanya KerBkhwa dalam
survey itu pertamina harus melakukan: rekrutmenvesr, meltioh
surveyor, menurunkan surveyor untuk pencacahan, peewvikasi data
pencacahan dengan RT setempat, mendistribusikagt paktuan melalui
tenaga surveyor termasuk melatih penggunaannyaadeogradoor to
door. Faktanya di lapangan hal ini tidak dilakukan gang terjadi justru
proses itu dilaksanakan dengan pejabat kelurah@ndd RW bahkan
mereka yang melakukan itu tidak tahu kalau ada amagguntuk survey
tersebut.

3. Sistem operasional PT. Pertamina sebagai salahasatbagi negara dan
bergerak di wilayah publik tentunya perlu ditellgbih lanjut guna
mendapatkan kejelasan yang lebih menyeluruh terkandisinya secara
pasti, mengigat jumlah penelitian yang mengarahgarnatiannya pada
PT. Pertamina masih sangat terbatas, terlebih yagg menggunakan

perspektif hukum Islam.
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4. Penelitian ini sangatlah sederhana dalam mengatakdl maupun dalam
menganalisis masih banyak hal-hal yang belum pemyuketahui
mengenai kebijakan konversi, karena penyusun belom@nguasai
sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang hewgaiy dengan hal
yang diteliti, baik itu mengenai kebijakan dalanmtamina maupun dalam

penguasaan hukum Islam.
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Lampiran |

TERJEMAHAN
No | Hal | Footnote Terjemah
BAB |
01|11 | 20 Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatudiar
didasarkan kemaslahatan.
02 | 13 | 24 Hukum asal segala sesuatu adalah mubah.
BAB I
03 | 21 | 33 Keadaan sesuatu didasarkan pada kegum@aanny
04 |21 | 34 Sebab yang membawa kepada kemaslahatan dan
kemanfaatan.
05|22 | 35 Sebab yang membawa kepada maksud syaadat
atau adat.
06 | 25 | 37 Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apg y

paling baik diantaranya, mereka itulah orang yahajt
diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang
yang mempunyai akal.

07 | 29 | 46 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yangrdikan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan)
yang benar.

08 | 30 | 47 Dan janganlah sebagian kamu memakan $elvegiarn

yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...

09 | 35 | 55 Hai orang-orang yang beriman, hendaklahukgdi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jatadan
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BAB IV

10 | 59 | 72 Lihat footnote 20, BAB |

11 | 61 | 77 Mendahulukan kepentingan masa depan yaaigakas
kepentingan kekinian.

12 | 61 | 78 Mendahulukan kepentingan yang banyak |atas
kepentingan yang sedikit.

13 |61 | 79 Kemadharatan itu harus dihindarkan menbaiés-
batas kemungkinan.

14 | 69 | 82 Hai orang-orang yang beriman ta’atilahallldan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu

15 | 70 | 84 Dan janganlah kamu mentaati perintah eoaagg

yang melampui batas




Lampiran: I
BIOGRAFI ULAMA

Al-Ghazali

Beliau adalah pembaharuan yang pemikirannya menjgidk penelitian.
Nama lengkapnya dalah Hujjah al-Islam al-Imam &l-4ain ad Din Abu Hamid
Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi asy-SyaéiliGhazali lahir di Tabaran
salah satu wilayah Tus. Pada tahun 450 H, Tus ladedta besar di kedua
Khurasan setelah Naisabur, sehingga namaal-Ghreezdira populer dinisbatkan
padaat-Tusi. Mereka dikenal sebaghijjah al-Islam,yang yang berarti pembrla
Islam, diberikan oleh dunia Islam atas kegigihanmlgn jasa-jasanya dalam
membela Islam dari genjarnya gempuran arus pemigesmikiranyang
dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam yaogcul dari kalangan
filosof, mutakalimin, batiniyah dan sufi. Al-Ghazahli dalam semuacabang ilmu
keagamaan. la dikenal sebagai ulama yang handainddibidangushul ad-Din
(ilmu kalam), ushul figih, fikih, jidal, mantik (logika), hikmah dan tasawubi
antara guru yang berjasa membina al-Ghazali meajaldifigih dan ushul figih
adalh Imam Haramain. Banyak karya yang ditinggalkaGhazali dalm berbagai
cabang ilmu keagamaan, tapi karya yang paling memntah adalah Ihya Uumal-

Din. Al-Ghazali wafat pad atahun 505 H di kota kedannya.

Najm al-Din al-Thufi
Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316 M) &dalaborang ulama

figh mazhab Hambali yang dilahirkan di desa Th&far-shar, Irak. la adalah



seorang ilmuwan yang haus terhadap berbagai ilmggtehuan, sehingga dalam
sejarah tercatat ia relajar figh, ushul figh, bahasab, ilmu mantis, ilmu kalam,
hadist, tafsir, sejarah dan ilmadal (cara berdiskusi). Pada tahun 691 H, ia telah
menghafal bukual-muharrar fi al-figh al-Hanbali (kitab figh rujukan dalam
mazhab Hanbali) dan mendiskusikan denagn syaikhy TaleDin al-Zarzirati,
ulama besar mazhab Hanbali ketika itu. Kebanyakaanya adalah ulama-ulama
besar mazhab Hanbali di zamanya, sehingga tidakyineeankan al-Thufi dianut
sebagai penganut mazhab tersebut.

Berbekal berbagai ilmu yang ia kuasai, al-Thufirupaya untuk
mengembangkan pemikirannya dan mengajak para utiinEmmannya untuk
berpegang teguh pada al-Quran dan Sunnah secagsuleg dalam mencari
kebenaran, tanpa terkait pendapat orang lain atahat figh manapun. Ajakan
ini dituangkan dalam kitabnya, al-Akbar fi Qawa’@-Tafsir, kitab yang

membahas caida-kaidah tafsir.

Y usuf al-Qar dawi

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Medetika berusia 20
tahun beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya dlasleh pamannya. Pada usia
10 tahun beliau telah hafal al-qur'an 30 jus daihfakan tajwidnya. Di usia yang
remaja telah mendapat julukan “Syeikh Qardawi’. didikan perguruan
tingginyakuliah pada facultas ushuluddin bidan@al-an dan an-Sunnah, selesai
pada tahun 1960, kemudian melanjutkan program Dalctiengan distersasi Az-

Zakat Wa Asamha Fi Halal Al-Masakil Al-litima’iyaldengan nilai cumlaude.



Beliau pengagum lbnu Taimiyah, Hasan al-Banna, ida®idha dan Sayid
Sabag, sehingga pemikirannya lebih moderat. Parigydijabatnya hadala guru
besar Universitas Qatar dan jabatannya sebagatulird’usat Kajian Sunnah dan

Sejarah Nabi” di universitas yang sama.
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Nama Lengkap : Heti Setiyawati
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Alamat Asal :Lipam 1 Blok A No 2, Samalantan, Bkaygang,
Kalimantan Barat

Alamat Yogyakarta : JL. Kaliurang km 6,3, Gg. Uragano B5, Sleman.

Nama Orang Tua:

Ayah : Sutris

Ibu : Siti Maryam

Alamat :Lipam 1 Blok A No 2, Samalantan, Bengkayan
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Pekerjaan : Swasta
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